BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 339& /2022

TENTANG

PEMBENTUKAlN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TABALONG
PRAKARSA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan
Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu
membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3058);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk
Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2018 Nomor 44);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 27);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/279/2022 tentang
Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Pada  Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Tabalong Prakarsa Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan
dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah
Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka
perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati Prakarsa Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabalong;

melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/
Instansi/ Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota,;

mengadakan rapat-rapat bersama dan koordinasi dalam
rangka penyusunan, pembahasan dan  sinkronisasi
Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah
terkait;

melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil
rapat Tim;

melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati kepada Seckretaris Daerah untuk
memperoleh arahan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum daiam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /8 o4 fobor 2022

/ BUPATI TABALONG, Z’

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 396 /2022
TANGGAL /& oklber 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABAT%?MDALAM KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. |Wakil BupatiTabalong | Pembmna2 [ === |
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. |Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penanggung
Tabalong Jawab

5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. |Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Anggota
Jasa Setda Kab. Tabalong

9. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Anggota
Dinas Perhubungan Kab.Tabalong

10. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

11. | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Anggota
Ahli Muda pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Kab. Tabalong
(Syarif Hidavat, S.ST., M.P)}

12. | Perancang Perundang-undangan Ahli Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

13. | Kasi Angkutan Orang Dalam Travek Anggota
Dinas Perhubungan Kab.Tabalong

14. | Kepala UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Kab. Tabalong

15. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan Kab. Tabalong

16. | Koordinator Pejabat Fungsional Anggota
Penguji Kendaraan Bermotor Kab.
Tabalong

17. | Staf Dinas Perhubungan  Kab. Anggota
Tabalong 1 (satu) orang

NG, L

/ BUPATI T

ANANG SYAKHFIANI 4/



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TABALONG TENTANG PENGELO
SIPIL NEGARA PADA BADAN

LAMPIRAN 01

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 106 /2022
TANGGAL  (} 0bkober 9622

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAR DALAM | KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. | Unsur dari Badan Kepegawaian dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab.Tabalong

9. |Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

10. | Unsur dari Bagian Organisasi Setda Kab. Anggota
Tabalong

11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

13. | Perancang Perundang-undangan Ahli Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
(satu) orang

/ BUPATI T ALONG:Z

ANANG SYAKHFIANI




LAMPIRAN I11

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 36 /2022
TANGGAL 18 otober 2077

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAN DALAM | kETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. | Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Aset Daerah Kab.Tabalong

9. | Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

10. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

11. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Perancang Perundang-undangan Ahl Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

13. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong _

14. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

15. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

16. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

17. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
(satu) orang

/ BUPATI TABALONG, l

ANANG SYAKHFIANI f



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 39k /2022
TANGGAL |} bblcler 902>

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN TIM KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong
6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong
7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong
8. | Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Aset Daerah Daerah Kab.Tabalong
9. | Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong
10. | Unsur dari Badan Kepegawaian dan Anggota

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Setda Kab. Tabalong

11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

13. | Perancang Perundang-undangan Ahli Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong
18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota

{satu) orang

/ BUPATI TABALONG, /‘Z

b

ANANG SYAKHFIANI 4
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LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/a9b /2022
TANGGAL 18 bexOber 3072

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABATATIP;{DALAM KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepaia Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. |Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. | Unsur dari Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kab.Tabalong

G. | Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

10. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

11. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

i2. | Perancang Perundang-undangan Ahl Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

13. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

14. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

15. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

16. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

17. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
(satu) orang o

/ BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI {
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LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 39b /2022
TANGGAL ® oblver 5027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAN O | KETERANGAN

1. | Bupati Tabalong Pembina 1

2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2

3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah i

4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab

5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. |Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

9. | Unsur dari Bagian Tata Pemerintahan Anggota
Setda Kab. Tabalong

10. | Unsur dari Bagian Organisasi Setda Kab. Anggota
Tabalong

11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

13. | Perancang Perundang-undangan  Ahl Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong )

14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
{satu} orang

/ BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI



S

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 39b /2022
TANGGAL 8 obtdeer 09

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAR DALAM | KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. | Unsur dari Badan Pengelolaan Pajak dan Anggota
Retribusi Daerah Kab.Tabalong

9. | Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

10. | Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Aset Daerah Kab. Tabalong

11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

13. | Perancang Perundang-undangan  Ahli Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
{satu) orang

/ BUPAT! TARALONG, &

ANANG SYAKHFIANI l‘l
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LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/%9b

/2022

TANGGAL & obber 3027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABAT%NMD : KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimeda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. |Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

9. | Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Aset Daerah Kab.Tabalong

10. | Unsur dari Badan Kepegawaian dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Setda Kab. Tabalong

11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

13. | Perancang Perundang-undangan Ahl Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong

14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
(satu) orang

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI




-14-

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3o /2022
TANGGAL \Q bbwboer 202

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DALAM KOTA

DI KABUPATEN TABALONG

No. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN

1. | Bupati Tabalong Pembina 1

2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

4. Tabalong Penanggung Jawab
Sekretaris Dinas Perhubungan

o Kabupaten Tabalong e
Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas .

- Perhubungan Kabupaten Tabalong Wl

" Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten P
Tabalong
Unsur dari Inspektorat Daerah

8. Kabupaten Tabalong Anggota
Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja

9. |dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Anggota
Tabalong

10 Kabid Lalu Lintas & Keselamatan Dinas pom—

" | Perhubungan Kabupaten Tabalong g8
11 Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Po——
" | Perhubungan Kabupaten Tabalong 88

Perancang Perundang-undangan Ahii

12. | Muda pada Bagian Hukum Setda Anggota

| Kabupaten Tabalong | S
Kasi AngkutanOrang ‘Dalam T rayek

13, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan

14. | Bermotor Dinas Perhubungan Anggota
Kabupaten Tabalong

BURNHTABALONG

ﬁwﬁj

ANANG SYAKHFTANI {
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/296

/2022

TANGGAL (8 Obrober 2097

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TABALONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS

DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TABALONG

No. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TiM | KETERANGAN

1. | Bupati Tabalong Pembina 1

2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

4. Tabalong Penanggung Jawab
Sekretaris Dinas Perhubungan

. Kabupaten Tabalong EER
Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas "

o Perhubungan Kabupaten Tabalong Waidl Eetua

7 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Selvetaria
Tabalong

8 Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan [ on—

" | Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong g8
9 Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Bention
" | Perhubungan Kabupaten Tabalong &8

Perancang Perundang-undangan Ahli

10. | Muda pada Bagian Hukum Setda Anggota
Kabupaten Tabalong
Kasi Angkutan Dalam Trayek Dinas

1L, Perhubungan Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan

12. | Bermotor Dinas Perhubungan Anggota
Kabupaten Tabalong

i3, Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong Anggota
1 {satu) orang

/ BUPATI TABALONG,j

ANANG SYAKHFIANI /l{
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LAMPIRAN X1

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 39 /2022
TANGGAL (& obleber 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI TABALONG TENTANG PENGGUNAAN DANA SISA LEBIH PERHITUNGAN

ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KABUPATEN TABALONG
NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABAT%NMDALAM KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong
6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong
7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong
8. | Unsur dari Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong
. {Unsur dari Badan Pendapatan Daerah Anggotia
Kab.Tabalong
10. | Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Aset Daerah Setda Kab. Tabalong
11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong
12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong
13. | Perancang Perundang-undangan Ahl Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong
14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong
15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong
16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong
17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong
18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
{satu) orang

/ BUPATI TABALONG, }

ANANG SYAKHFIANI {
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LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/39% /2022
TANGGAL (¢ oltober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM KEDINASAN JABAT%NMDALAM KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Pengarah
4. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Penanggung Jawab
5. | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketua
Tabalong

6. | Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Wakil Ketua
Perhubungan Kab. Tabalong

7. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekretaris
Tabalong

8. |Unsur dan Inspektorat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

9. | Unsur dari Tata Pemerintahan Setda Anggota
Kab.Tabalong

10. | Unsur dari Bagian Organisasi Setda Kab. Anggota
Tabalong

11. | Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

12. | Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

13. | Perancang Perundang-undangan Ahl Anggota
Muda pada Bagian Hukum Setda Kab.
Tabalong o

14. | Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Anggota
Perhubungan Kab.Tabalong

15. | Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Anggota
Bermotor Dinas Perhubungan Kab.
Tabalong

16. | Kasubbag TU UPTD Balai Pengujian Anggota
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong

17. | Koordinator Pejabat Fungsional Penguji Anggota
Kendaraan Bermotor Kab. Tabalong

18. | Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Anggota
{satu) orang

/ BUPATI T?BALON(EZ

ANANG SYAKHFIANI 4
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LAMPIRAN XIIT

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 396 /2022
TANGGAL & pticber 9099

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TABALONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN RAMBU PERINTAH, RAMBU

LARANGAN, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN

NASIONAL, JALAN PROVINSI DALAM IBUKOTA KABUPATEN DAN IBUKOTA
KECAMATAN SERTA JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN TABALONG

No. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

4. Tabalong Penanggung Jawab
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten

S. Ketua
Tabalong
Kabid Angkutan dan Multtmoda Dinas .

B. Perhubungan Kabupaten Tabalong Wikl Botxn

7 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sekietatis
Tabalong
Unsur dari Inspekorat Daerah Kabupaten

B Tabalong Anggota
Unsur Dari Satuan Polisi Pamong Praja

9. |dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Anggota
Tabalong

10 Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas on—

" | Perhubungan Kabupaten Tabalong ge
11 Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Angeota
" | Perhubungan Kabupaten Tabalong g8

Perancang Perundang-undangan Ahh

12 Muda Setda Kabupaten Tabalong Anggola
Kasi Angkutan Dalam Trayek Dinas

13, Perhubungan Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

14. | Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Anggota
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan

1S Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Anggota
Tabalong
Koordinator Pejabat Fungsional Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian

1. Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Anggota
Kabupaten Tabalong

17. Staf Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 1 Aniggota
(satu) orang

/ BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI




